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PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Masamba yang memeriksa  dan mengadili  perkara

Cerai  Gugat pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT,  tempat dan tanggal lahir Tolada, 08 Juni 1988, agama Islam,

pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat

kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 20 April 1981, agama Islam,

pekerjaan  xxxxxx  xxxxxx,  pendidikan  terakhir  SLTP,  tempat

kediaman  di  xxxx  xxx  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxx,  xxxx  xxxxxxx,

Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dalam  surat  gugatannya  tertanggal  14

Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor

135/Pdt.G/2024/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  sah yang menikah

pada hari  Rabu, tanggal  4 Juli  2007 dan dicatat  oleh Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

xxxxx,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  nomor  75/14/VII/2007  pada

tanggal 12 Juli 2007;    

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

layaknya  suami  isteri  dengan  baik  dan  keduanya  bertempat  tinggal

bersama  semula  di  rumah  kediaman  orangtua  Penggugat  dan  terakhir
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Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah dimana Tergugat bekerja di

Tarakan,  Kalimantan  Utara  sedangkan  Penggugat  tinggal  di  rumah

kediaman orangtua Penggugat di Tolada;  

3. Bahwa dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  bernama  ANAK,  NIK

7322011408080001,  tempat  dan  tanggal  lahir  Tolada,  14  Agustus  2008,

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan saat ini anak tersebut diasuh

oleh Penggugat;  

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  berjalan  harmonis,  namun  pada  tahun  2018  setelah  Tergugat

merantau  ke  Kalimantan  untuk  bekerja,  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat mulai  goyah terjadi  perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus;  

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat disebabkan:    

 Tergugat  mulai  berubah  sikap  dan  perilaku  dimana  Tergugat

selingkuh dengan perempuan yang bernama Elma;  

 Tergugat memiliki kebiasaan mabuk - mabukan yang sulit

dihentikan;  

6. Bahwa  pada  bulan  September  tahun  2022  dimana  Tergugat

pulang ke Malangke dan puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 saat

Tergugat kembali ke tempat Tergugat bekerja di Kalimantan Utara, antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya

suami istri karena Hp Tergugat sulit dihubungi;  

7. Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal  1  tahun  5  bulan  antara

Penggugat dan Tergugat  tidak saling mempedulikan lagi  layaknya suami

isteri  sedangkan untuk  kembali  rukun dengan Tergugat  sudah tidak ada

jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;  

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 

2. Menyatakan  jatuh  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  
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3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;  

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  Penggugat  hadir  di

persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  hadir  karena  surat  panggilan  tidak

sampai  kepada  Tergugat.  Kemudian  majelis  hakim  melakukan  upaya

perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat; 

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh majelis  hakim,  Penggugat

telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan mencari

alamat Tergugat yang pasti saat ini terlebih dahulu; 

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat

dalam berita acara sidang ini  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  hadir  di  muka  sidang,  sedangkan

Tergugat  tidak  hadir  karena  berdasarkan  berita  acara  pada  surat  panggilan

Tergugat ternyata Tergugat tidak tinggal dan bukan warga pada alamat yang

dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang,  bahwa  setelah  majelis  hakim  berupaya  mendamaikan

Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil

namun  kemudian  Penggugat  mengajukan  permohonan  pencabutan

gugatannya, dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang pasti saat ini

terlebih dahulu;

Menimbang,  bahwa permohonan pencabutan  gugatan  yang  diajukan

Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau

dijawab  oleh  Tergugat,  sehingga  majelis  hakim menilai  pencabutan tersebut

tidak merugikan pihak Tergugat; 

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut

tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak
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Tergugat,  maka  permohonan  pencabutan  gugatan  tersebut  patut  dikabulkan

(sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama  dan  perubahannya  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat; 

Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;  

2. Menyatakan perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Msb dicabut;  

3. Memerintahkan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);  

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama  Masamba  yang  dilangsungkan  pada  hari  Rabu

tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445

Hijriah oleh kami  Muh. Hasyim, Lc sebagai Ketua Majelis,  Fariq Al Faruqie,

S.H., M.H dan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh  Rusman S, S.EI sebagai Panitera Pengganti  serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Hasyim, Lc
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Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

-  Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 100.000,00

-  Biaya Panggilan : Rp 550.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             10.000,00  

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
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